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“Sama sekali tidak benar 
klien kami terkait dengan 
aliran dana sehubungan 
dengan kasus Gayus.”

Aji Wijaya, 
Kuasa hukum Bakrie

Polisi menganggap 
prosesnya tergantung 

kepiawaian jaksa.

JAKARTA — Selain tak memasukkan 
sebagian pengakuan Gayus Halomoan 
Tambunan dalam dakwaan, Kejaksaan 
Agung menganggap fakta persidangan 
yang diungkap ihwal aliran dana dari 
tiga perusahaan Grup Bakrie bukan 
urusan mereka. “Polisi yang berwenang,” 
kata Kepala Pusat Penerangan Hukum 
Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap 
kemarin.

Menurut Babul, Kejaksaan hanya 
berwenang meneruskan kasus Gayus ke 
persidangan dalam tahap administrasi. 
Sebab, kasus ini diterima Kejaksaan dari 
Markas Besar Kepolisian. Maka, hanya 
penyidik kepolisianlah yang bisa menin-
daklanjuti kesaksian Gayus. “Siapa 
yang memegang lebih dulu, dia yang 
menangani,” ujarnya. “Bila polisi melepas 
kasus ini, baru kami bisa masuk.”

Hal senada juga disampaikan oleh 
mantan Jaksa Agung Muda Pidana 
Khusus Marwan Effendy, yang kini 
menjabat Jaksa Agung Muda Bidang 
Pengawasan. 

“Itu urusan penyidik kepolisian.”
Sebaliknya, polisi tak juga meme-

riksa perusahaan-perusahaan Bakrie 
yang disebutkan Gayus itu, dengan 
alasan masih menunggu fakta lain 
diungkap dalam sidang. Menurut 
Mabes Polri, kelanjutan kasus Gayus, 
termasuk pemanggilan perusahaan 
Bakrie, bergantung pada kepiawaian 
jaksa membongkar kasus itu di persi-
dangan. “Jaksanya bisa enggak?” ujar 
Kepala Bidang Penerangan Umum 
Mabes Polri Komisaris Besar Marwoto 
Soeto. ● MUSTAFA SILALAHI | ANTON SEPTIAN

KEJAKSAAN 
LEMPAR SOAL 
BAKRIE KE POLISI

“Kami membayar pajak sesuai dengan 
aturan dan hukum. Itu sudah dikuatkan oleh 
keputusan pengadilan. Pihak penuduh harus 
membuktikannya, bukan sebaliknya.”

Dileep Srivastava, 
Direktur PT Bumi Resources Tbk

MEREKA MENYANGKAL

Marwan Effendy
MANTAN JAKSA 

AGUNG MUDA 
PIDANA KHUSUS

KEANEHAN: 
1. Penegak hukum tak memasukkan secuil pun pasal 

yang menjerat Gayus sebagai penerima suap. 
2. Pasal 2 merupakan delik korupsi umum, yang tak 

perlu dibuktikan adanya suap.
3. Polisi juga tak mengusut pengakuan Gayus saat 

pemeriksaan ihwal suap pajak yang ia terima, di 
antaranya dari tiga perusahaan Grup Bakrie.

ALASAN JAKSA:
1. Suap kepada Gayus akan dipecah dan diajukan 

dalam perkara berikutnya.
2. Soal fakta persidangan dan pengakuan Gayus meru-

pakan urusan penyidik polisi untuk menindaklanjuti.

POLISI BERKILAH:
1. Proses lanjutan atas kasus ini tergantung 

kepiawaian jaksa.
2. Polisi tak punya bukti selain pengakuan Gayus.

PASAL-PASAL PENJERAT

Gayus dijerat dengan Undang-
Undang Pemberantasan 
Pidana Korupsi (UU 

No.31/1999, yang kemudian 
diubah lewat UU No.20/2001)

■ Didakwa memperkaya diri sendiri 
atau orang lain yang merugikan 
negara (Pasal 2).

■ Memberikan atau menjanjikan 
sesuatu kepada pegawai negeri 
atau penyelenggara negara 
(Pasal 5).

■ Memberikan atau menjanjikan 
sesuatu kepada hakim 

   (Pasal 6).
■ Memberi keterangan palsu 

(Pasal 22).

ASAL MUASAL DUIT GAYUS JUMLAH

1. Konsultan pajak Roberto Santonius Rp 925 juta

2. PT Megah Jaya  Rp 370 juta

3. PT KPC US$ 500 ribu 

CATATAN:
■ Total setoran untuk urusan ketetapan pajak PT KPC sebetulnya US$ 3 juta. Selain untuk 

Gayus, uang dibagikan kepada:
☛ Alif Kuncoro (perantara/konsultan, terdakwa) US$ 500 ribu
☛ Imam Cahyo Maliki (adik Alif, perantara, terdakwa) US$ 500 ribu
☛ Maruli Pandapotan Manurung 
    (atasan Gayus di Direktorat Jenderal Pajak, terdakwa) US$ 1,5 juta

4. PT Bumi Resources US$ 500 ribu
CATATAN:
■ Total setoran Bumi untuk urusan banding pajak sebenarnya US$ 2 juta. Selain untuk 

Gayus, uang dibagikan kepada:
☛ Alif Kuncoro (perantara/konsultan, terdakwa) US$ 500 ribu
☛ Imam Cahyo Maliki (adik Alif, perantara, terdakwa) US$ 500 ribu
☛ Idris Hermawan (panitera Pengadilan Pajak, belum jadi tersangka) US$ 500 ribu

5. PT KPC dan PT Arutmin US$ 2 juta

■ Imbalan pembetulan SPT Pajak Penghasilan tahun pajak 2005-2006 dalam program 
Sunset Policy.

DAKWAAN YANG JANGGAL 

Sekalipun didakwa dengan pasal berlapis, 
kasus Gayus Halomoan Tambunan 
meninggalkan bolong besar. Baik polisi 

maupun jaksa tidak menjerat bekas pegawai 
pajak ini sebagai penerima suap. Padahal ia 
telah mengaku menerima setumpuk duit dari 
tiga perusahaan Grup Bakrie.
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Kasus Gayus, Tantangan Darmono

Tugas berat telah menanti Darmono, yang baru saja
ditunjuk sebagai Jaksa Agung sementara menggan-
tikan Hendarman Supandji yang diberhentikan. Ia

mesti segera membereskan penanganan kasus Gayus
Tambunan yang amburadul. Jika tidak, Darmono, yang
selama ini menjabat Wakil Jaksa Agung, akan dicap pu-
la sebagai pejabat yang melindungi praktek mafia hu-
kum.

Kasus Gayus menampilkan kejanggalan proses hu-
kum yang mungkin hanya terjadi di negeri ini. Bahkan
pengacara terdakwa sampai mempertanyakan: kenapa
tuduhan yang telah diakui oleh kliennya tidak dima-
sukkan dalam dakwaan? Inilah yang dilakukan oleh
Adnan Buyung Nasution, pengacara terdakwa Gayus
Tambunan, seorang bekas pegawai pajak yang dijerat
dengan pasal korupsi dan penyuapan.

Dalam persidangan, Gayus didakwa dengan empat
pasal sekaligus dalam Undang-Undang Pemberantasan
Korupsi. Pertama, memperkaya diri sendiri atau orang
lain yang merugikan negara. Kedua, memberikan atau
menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pe-
nyelenggara negara. Ketiga, memberikan atau menjan-
jikan sesuatu kepada hakim. Dan keempat, memberi
keterangan palsu.

Kesaksian bahwa terdakwa menerima setumpuk duit
dari tiga perusahaan Grup Bakrie sama sekali tidak
masuk dalam dakwaan.Tak secuil pun pasal yang men-
jerat Gayus sebagai penerima suap. Pasal korupsi yang
digunakan dalam dakwaan pertama merupakan korup-
si umum dan tidak perlu dibuktikan adanya suap. Ada-
pun dua dakwaan mengenai suap yang dikenakan ter-
hadap Gayus justru dalam posisi sebagai penyuap.

Nyanyian Gayus yang didendangkan berkali-kali se-
olah tak didengar oleh jaksa. Padahal terdakwa telah
mengakui menerima duit dari PT Kaltim Prima Coal
dan Bumi Resources, dua perusahaan Grup Bakrie, ma-
sing-masing US$ 500 ribu. Ada pula pemberian duit
dari PT Arutmin, dari grup yang sama. Bahkan Gayus
juga pernah mengungkapkan, duit yang ia terima dari
perusahaan-perusahaan itu mencapai US$ 7 juta. Se-
mua pemberian ini berkaitan dengan posisinya saat itu
sebagai petugas pajak.

Hendarman Supandji mestinya bertanggung jawab
atas kejanggalan itu karena perumusan dakwaan dila-
kukan ketika ia masih menjadi Jaksa Agung. Pertanya-
an bagi dia amat jelas: kenapa Gayus tidak didakwa
menerima suap? Jika alasannya pengakuan terdakwa
belum cukup karena tidak dilengkapi bukti, seharusnya
Jaksa Agung meminta kepolisian melengkapi bukti itu.

Cara penanganan kasus Gayus hanya akan menjadi
bahan tertawaan masyarakat bila Darmono sebagai pe-
laksana tugas Jaksa Agung tidak segera bertindak.
Sungguh janggal mengadili seorang bekas pegawai pa-
jak yang memiliki dana hingga ratusan miliar rupiah,
tapi penyidik dan penuntutnya tak mau mengungkap
dari mana asal-muasal dana itu. Padahal sang terdak-
wa sendiri menginginkan hal ini dibongkar.

Darmono memiliki kesempatan besar untuk mengo-
reksinya. Ia harus mendesak kepolisian melengkapi
pengusutan kasus ini dengan menyidik perusahaan
Grup Bakrie sekaligus menyeret Gayus sebagai peneri-
ma suap. Bila kepolisian menolak, kejaksaan harus be-
rani mengambil alih.

Membiarkan kejanggalan itu terjadi sama saja de-
ngan menyepelekan rasa keadilan masyarakat. �

KUTIPAN
“Kasusnya sudah selesai, nasi sudah jadi
bubur.”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar ,
di Jakarta kemarin, tentang grasi untuk mantan Bupati Ku-
tai Kartanegara Syaukani Hasan Rais.

“Karena ini kaitannya dengan ESDM, maka
anggaran Kementerian ESDM yang harus
dipotong.”

Anggota Komisi Energi DPR RI, Romahurmuziy, tentang
utang subsidi pemerintah kepada PLN yang diusulkan diba-
yar dengan kenaikan tarif listrik di Jakarta kemarin.

“Separuh kebenaran
lebih jahat dari keja-

hatan itu sendiri.”

JAKARTA — Terdakwa kasus
mafia pajak, Gayus Halomo-
an Tambunan, kembali me-
negaskan bahwa uang pu-
luhan miliar rupiah yang ada
dalam rekeningnya sebagian
besar berasal dari Grup Ba-
krie.“Kira-kira Rp 30 miliar,”
kata mantan petugas Direk-
torat Jenderal Pajak ini keti-
ka ditanya jaksa penuntut
umum Muhammad Rum se-
bagai saksi dalam sidang de-
ngan terdakwa Andi Kosasih,
di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan kemarin.

Gayus menyebutkan, keti-
ga perusahaan Bakrie itu
adalah PT Kaltim Prima
Coal (KPC),PT Bumi Resour-
ces (BR), dan PT Arutmin.
Duit itu ia terima sebagai im-
balan atas jasanya mengurus
berbagai masalah pajak keti-
ga perusahaan tersebut.

“Dari KPC sekitar awal
2008, saya diberi US$ 500 ri-
bu,” kata pria 31 tahun itu.
“Pekerjaan kedua membuat
surat bantahan dan banding
PT BR. Satu lagi membuat
Sunset Policy SPT KPC dan
Arutmin.”

Gayus mengungkapkan,
dari pekerjaan kedua, ia
mendapat US$ 500 ribu. Se-
dangkan dari pekerjaan keti-
ga, ia memperoleh US$ 2 ju-
ta. Ia kemudian menyimpan
sekitar Rp 28 miliar uang itu
dalam 21 rekening atas na-
manya.

“Sisanya ke mana? Kok
tinggal Rp 28 miliar?” jaksa

Rum bertanya.
“Sudah saya pakai,” jawab

Gayus.
Ketua majelis hakim Pra-

setyo Ibnu Asmara lalu me-
nanyakan mengapa suap dari
KPC, BR, dan Arutmin begi-
tu besar. Gayus mengatakan
tak tahu jumlah itu fantastis
atau tidak.“Kalau perusaha-
an kecil, fee itu mungkin be-
sar. Kalau perusahaan besar,
fee itu kecil. Tapi, bagi saya,
itu besar,”kata Gayus.

Hakim Prasetyo langsung
menanggapi pernyataan itu.
“Bagi semua orang, jumlah
itu besar.”

Meski hal itu sudah begitu
terang diungkap di pengadil-
an, jaksa dan polisi seperti-
nya masih enggan menindak-
lanjuti dugaan suap oleh per-
usahaan Grup Bakrie ini. Ke-
dua institusi ini justru saling

lempar dan mengatakan
bahwa tanggung jawab un-
tuk mengusut pengakuan
Gayus itu bukan urusan me-
reka.

Jaksa bahkan dengan se-
ngaja tak memasukkan
pengakuan-pengakuan itu
dalam dakwaan mereka ter-
hadap Gayus. “Dalam berita
acara pemeriksaan ada, tapi
dalam dakwaan tidak ada.
Hilang lenyap begitu saja,”
kata pengacara Gayus, Ad-
nan Buyung Nasution, me-
nyampaikan protesnya.

Karena itu pula Adnan
menuding Kejaksaan telah
melakukan kejahatan terha-
dap kliennya.“Separuh kebe-
naran lebih jahat dari keja-
hatan itu sendiri,” kata Ad-
nan, mengutip sebuah pepa-
tah hukum untuk menggam-
barkan beratnya kekeliruan

yang sengaja dilakukan jak-
sa.

Jaksa Uung Abdul Syakur,
yang menangani kasus ini,
berkilah bahwa kasus suap
ketiga perusahaan itu akan
diajukan dalam perkara yang
berbeda. “Yang sekarang ini
baru perkara Gayus membe-
rikan suap, sedangkan yang
berikutnya perkara Gayus
menerima suap.”

Juru bicara Bumi Resour-
ces, Dileep Srivastava, kem-
bali mengatakan bahwa Ga-
yus harus membuktikan tu-
duhan-tuduhannya itu. “Ba-
rangsiapa menuduh, ia harus
membuktikannya. Dan bu-
kan sebaliknya.” Ia menegas-
kan bahwa status pajak PT
Bumi telah jelas dan diper-
kuat oleh keputusan Mahka-
mah Agung.” � TOMI | ISMA SAVITRI ASWI-

DITIYO NEDWIKA | FEBRIYAN

JAKARTA — Terdakwa kasus
mafia pajak, Gayus Halomo-
an Tambunan, kemarin
mengaku uang yang disita
oleh penyidik hanya Rp 17
juta.“Selama ini beredar ka-
bar, yang disita di Tangerang
(Pengadilan Negeri Tange-
rang) adalah Rp 370 juta. Pa-
dahal faktanya Rp 17 juta,
karena (saldo) di rekening
BCA hanya Rp 17 juta,” kata
Gayus dalam sidang di Peng-
adilan Negeri Jakarta Sela-
tan kemarin.

Pegawai Direktorat Jenderal
Pajak golongan III-A ini divo-
nis bebas oleh majelis hakim
Pengadilan Negeri Tangerang,
Banten,Maret lalu.Hakim me-
nilai dakwaan jaksa, yang me-
nyebutkan Gayus melakukan

penggelapan, tak terbukti.
Gayus diduga menggelap-

kan uang pajak dari PT Me-
gah Jaya Citra Garmindo se-
besar Rp 370 juta. Uang itu
disalurkan ke rekeningnya
dalam dua tahap, yaitu Rp
270 juta dan Rp 100 juta.

Menurut penuturan Gayus
kepada ketua majelis hakim
Prasetyo Ibnu Asmara saat
bersaksi untuk kasus Andi
Kosasih kemarin, saldo di re-
keningnya, BCA cabang Bin-
taro, hanya Rp 17 juta. Selu-
ruh uang itu disita oleh penyi-
dik. “Saya tak tahu ini tugas
penuntut umum atau penyi-
dik yang menyita (rekening).
Itu yang dijadikan bukti per-
kara Rp 370 juta,”katanya.

Kepala Pusat Penerangan

Hukum Kejaksaan Agung
Babul Khoir Harahap me-
nyatakan polisilah yang me-
nyita uang itu, bukan jaksa.
“Jaksa menyatakan hal itu
berdasarkan berkas yang di-
serahkan oleh Markas Besar
Polri,” katanya ketika dihu-
bungi tadi malam.

Ketika dihubungi terpisah,
Kepala Bidang Penerangan
Umum Mabes Polri Komisa-
ris Besar Marwoto Soeto me-
ngatakan jumlah uang yang
disita Kepolisian sebesar Rp
17 juta seperti pengakuan
Gayus. “Pada saat kami me-
nyita, disaksikan tersangka,”
ujarnya kemarin. Polisi se-
lanjutnya menyerahkan ba-
rang bukti berupa berita aca-
ra dan uang sitaan kepada

jaksa penuntut umum.
Dalam sidang kemarin,

Gayus juga membantah telah
menunjuk Haposan Hutaga-
lung sebagai kuasa hukum-
nya. Dia mengaku hanya
memberikan surat kuasa ke-
pada Feber Silalahi, peng-
acaranya, pada Juni 2009.
“Ternyata Pak Haposan me-
nambahkan sendiri namanya
di surat kuasa,”katanya.

Namun Haposan berkilah,
Feber memintanya menjadi
kuasa hukum Gayus. “Saya
menyimak betul apa yang di-
sampaikan Saudara Gayus.
Surat kuasa itu tak mungkin
saya tandatangani kalau tak
diantar oleh orang yang pan-
tas mengantar,”ucapnya.

� ISMA SAVITRI | ADISTI DINI INDRESWARI

Gayus Tegaskan Disuap
Grup Bakrie

Uang Gayus yang Disita Hanya Rp 17 Juta

Gayus Tambunan (kiri) dan Haposan Hutagalung (kanan) saat persidangan sebagai saksi
dengan terdakwa Andi Kosasih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

HERKA YANIS PANGARIBOWO (ANTARA)


